BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 244/P1D.B/PN.Sby
TENTANG TINDAK PIDANA SENGAJA MEMAKAI SURAT

PALSU

A. Analisis Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
244/P1D.B/PN.Sby. Tentang Tindak Pidana Sengaja Memakai Surat
Palsu

Hakim adalah orang yang memegang kekuasaan kehakiman.
Kedudukan para hakim telah diatur dalam Undang — Undang Nomor 4 tahun
2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim dalam pidana, mempunyai tugas
untuk tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan dalil
bahwa hukum kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis
dan memutus berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggug
jawab penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa
dan negara.®®

Hasil persidangan, hakim dalam memutuskan hukuman terhadap
terdakwa Tjong Suwun komulatif dalam menjatuhkan hukuman. Penjatuhan
hukuman yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasan atas kejahatan
yang dilakukan terdakwa dan menjadikan terdakwa menginsafi perbuatanya

dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

**Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996),. 39
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Melihat dari rumusan yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1)
KUHP, Jo Undang — Undang No. 8 Tahun 1981, yang berbunyi “Dimana
dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang
isinya tidak benar atau palsu, seolah — olah benar dan tidak dipalsukan, jika
pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan
surat, dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara.®

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk
menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Tjong Suwun dalam putusan No.
244/P1D.B/2014/PN.Sby. Tentang tindak pidana dengan sengaja memakai
surat palsu, sehingga terdakwa dikenakan hukuman 5 (lima) bulan penjara.

Hakim menimbang, bahwa fakta — fakta yang terungkap dalam
persidangan, bahwa unsur — unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal
263 ayat (2) dengan unsur — unsur sebagai berikut :

Barang Siapa :

DalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI. Pada pokoknya yang
dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang yang diajukan dipersidangan
sebagai subjek hukum pidana pemegang hak dan kewajiban yang mampu
mempertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa sebagai subjek hukum Pidana bernama : TJONG
SUWUN dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada

yang lain selain trerdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya

*Dr. Andi Hamzah, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1992),. 105
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sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada kekeliruan dalam
mengajukan seseorang.
Dengan Sengaja :

“Dengan Sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki atas
perbuatannya, serta menyadari akan akibat — akibat yang menyertai atas
perbuatannya tersebut. bahwa berdasarkan fakta — fakta hukum yang
terungkap dipersidangan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada
tanggal 13 Oktober 2007 Terdakwa pernah memberikan Surat Kuasa kepada
Yapi Kusuma (saksi-5) yang salah satunya adalah bertujuan untuk mengurus
Sertifikat Hak Milik No.: 211 atas nama Salman Haroen yang berada di
Kantor PU Bina Marga Propinsi Jawa Timur untuk mendapatkan ganti rugi
karena sebagian luas tanahnya terkena pembebasan untuk proyek jalan.

Selain itu keterangan — keterangan dari Ir. Agung teguh Suharto,
M.MT (saksi-3/Pegawai PU Bina Marga Propinsi Jawa Timur) dan Yapi
Kusuma (saksi-5) dihubungkan dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober
2007 sebagai kelengk,apannya terdakwa juga melampirkan photo copy Akta
tanggal 30 Agustus 2006 No.: 03 berupa Akta Perjanjian pengikatan Jual
Beli terhadap sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.: 211. bahwa
denga demikuan perbuatan terdakwa yang menyerahkan photo copy Akta
No.: 03 dan Akta No.: 04 kepada Yapi Kusuma (saksi-5) yang dijadikan
lampiran dalam Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2007 yang salah satunya
adalah bertujuan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik No.: 211 atas nama

Salman Haroen yang berada di Kantor PU Bina Marga Propinsi Jawa Timur
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tersebut, adalah dilakukan dengan sengajayaitu terdakwa mengetahui dan
menghendaki atas perbuatannya, serta menyadari akan akibat yang
menyertainya.

Menggunakan Surat Palsu Atau yang Dipalsukan Seolah — Olah Sura
Itu Asli dan Tidak Dipalsukan yang Dapat Menimbulkan Kerugian :

Penggunaan surat palsu tersebut dapat mengakibatkan kerugian,
pengertiannya adalah kerugian tersebut tidak harus benar — benar terjadi
akan tetapi baru berupa kemungkinan saja atau potensi akan adanya
kerugian sudah cukup, dan orang yang menggunakan surat tersebut harus
mengetahui benar bahwa surat tersebut adalah palsu.

Berdasarkan fakta — fakta hukum yang terungkap di persidangan
pada pokoknya adalah telah dibuktikan bahwa pada tanggal 13 Oktober
2007 Terdakwa pernah memberikan Surat Kuasa kepada Yapi kusuma
(saksi-5) yang salah satunya adalah betujuan untuk mengurus Sertifikat hak
Milik No.: 211 Terdakwa memberikan Surat Kuasa Tersebut karena
Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2005 telah membeli tanah sawah dari H.
Abdul Syakur Sertifikat Hak Milik No.: 211 semula masih atas nama Haroe
Pangai (alm) yang dahulu seluas 3.140 m2, yang terletak di Desa Sedatigede
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo melalui perantara yaitu orang yang
bernama Muin dengan harga Rp. 314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta
rupiah) dengan beberapa kali pembayaran dari H.Abdul Syakur. Majelis
Hakim berpendapat sebenarnya Terdakwa mengetahu Akta No.: 03 dan

Akta No.: 04 masing — masing tanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat di
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hadapan Notaris panggodo, SH (saksi-1)tersebuat adalah palsu yang
dipalalsukan seolah — olah asli dan tidak dipalsukan, akan tetapi Terdakwa
dengan sengaja menggunakan surat tersebutdengan cara menyerahkan surat
atau Akta — Akta tersebut kepada Yapi Kusuma (saksi-5) sebagai
kelengkapan Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2007 yang salah satunya
adalah bertujuan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik No.: 211 atas nama
Salman Haroen yang berada di Kantor PU Bina Marga Propinsi Jawa
Timur.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian
bagi orang lain yaitu Notaris Panggodo, SH (saksi-1) yang Aktanya
dipalsukan yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah) dan berupa kerugian immateriil yaitu nama baiknya
terganggu.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim selanjutnya yaitu
hal - hal yang memberatkan dalam perkara ini tidak ada hal — hal yang
memberatkan. Selanjutnya hal - hal yang meringankan yaitu terdakwa
belum pernah dihukum dan bersifat sopan dalam persidangan, Terdakwa
sebagai seorang perempuan yang lugu, belum pernah dihukum dan
mempunyai tanggungna keluarga, Karena ketidaktahuannya Terdakwa
terlalu percaya kepada orang lain, Terdakwa mengakui kesalahannya,
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hakim didalam memberikan hukuman terhadap terdakwa telah

memberikan unsur — unsur yang terdapat pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo
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Undang — Undang No. 8 Tahun 1981 yang menjerat diri terdakwa, namun
hakim menjatuhkan hukumannya lebih ringna dibandingkan jaksa yakni
selama 6 (enam) tahun penjara tetapi hakim hanya menjatuhkan 5 (lima)
bula penjara. Hal ini melihat dari fakta — fakta persidangan bahwa terdakwa
mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menyadari akan
akibat dari perbuatannya tersebut dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim
melihat dari hal — hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa,
yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
244/P1D.B/PN.Shy tidak ada hal yang memberatkan. Adapunhal yang
meringankan adalah sebagai berikut : terdakwa belum pernah dihukum dan
bersifat sopan dalam persidangan, Terdakwa sebagai seorang perempuan
yang lugu, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungna keluarga,
Karena ketidaktahuannya Terdakwa terlalu percaya kepada orang lain,
Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya.
Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 244/PI1D.B/2014/PN.Sby Tentang Tindak Pidana
Sengaja Memakai Surat Palsu

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan
oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Tjong Suwun dalam putusannya
dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu, dan oleh hakim dijatuhi

hukuman 5 (lima) bulan penjara.
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Dalam konsep hukum pidana Islam terdapat beberapa unsur yang dapat
digolongkan dalam, perbuatan pidana yaitu : Sifat melawan hukum (unsur formil),
Pelakunya yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat
dipersalahkan atau disesalkan atas perbuatannya (unsur formiil), Perbuatan yang
dilakukan merupaka perbuatan yang menurut hukum dinyatakan perbuatan yang

dapat dihukum (unsur moril).*Tujuan hukuman menurut syari’at Islam adalah
demi menciptakan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Maka
hukuman yang baik adalah Harus mencegah seseorang untuk berbuat
maksiat, Memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan itu bukan berarti
membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatan. Dan
bukan menuntut balas melainkan berdamamai dan memaafkan. Al — Qur’an
menganjurkan jalan kebaikan yang terdapat dalam surat Fushilat ayat 34
yang berbunyi :

oot ooouodododod uoooooooo oot
ool oooooobon dooooodooo 0O Ooooooooodod
uoooooon ooaoL00 ooooooo goauoood

goooon oOoooooood Oooooobood Ooooooooood
0000 onoooog

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan
itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang
antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi
teman yang sangat setia.®

Hukum Islam tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak
pidana pemalsuan surat, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang
bisa dijadikan landasan terhadap larangan tindak pidana pemalsuan ini,

mengingat hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan

**Sayyid sabig, Figh Sunnah, Jilid 10, (Bandung: PT Al — Ma’arif, 1987)., 105
®®Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya...,
129
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pemahaman manusia atas pemahaman nash al-Qur’an maupun as — Sunnabh,
untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan
pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.

Memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena
pada dasarnya didalam perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yaitu
tidak memberikan keterangan yang sebenar — benarnya / di dalam surat
(data) yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya,
identitasnya dan bahkan semua keterangan data yang ada dalam surat
tersebut. Didalam Al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan
tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kidb). Ungkapan dusta di dalam ayat —
ayat tersebut seiring ditujukan kepada orang kafir, karena mereka tidak
membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan
tandingan dalam rangkan m,endustakan ayat. Dalam surat An-Nahl ayat 116

yang berbunyi :

gooooo oooono oooooooooo 0ooo
ugouoodd oodgut goubooobob gboudguuabobodgdodyd
godo oooobo onoooooooooodod ooogooo oooooogg
00oUoooooood ooouloL00 000D O oooooooooo
goooo oggouboodgu gu ubbboodoob oou ubood

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-
sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram”, untuk
mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya
orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah
Tiadalah beruntung.”67

Dalam kandungan ayat diatas sudah jelas bahwasanya berbohong

adalah sifat tercela yang sangat berbahaya, dalam hal ini termasuk dalam

*’Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya...,
130
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konteks pemlasuan surat (data) yang berarti berbohong dalam memberikan
keteranganyang sebenarnya dalam isis surat tersebut. Hukum Islam sangat
mengancam perbuatan — perbuatan yang mengandung unsur kebohongan
dan kepalsuan karena akibat — akibat buruk yang ditimbulkannya,
contohnya perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu.®®

Akan tetapi, terlihat kesesuaian antara antara jarimah pemalsuan
tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat.
Maka tindak pidana pemalsuan surat ini dikategorikan dalam jarimah ta zir,
mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini tidak disebutkan di dalam nash
atau syara’ secara jelas.*Berdasarkan jenis — jenis hukumn ta’zir tersebut,
maka hukuman yang, diberikan kepada pelaku tindak pidana sengaja

memakai surat palsu adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan.

Tindakan yang dilakukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab terhadap
Mu’an Ibn Zaidah yang memalsukan stempel Baital al — Maal. Demikian
pula dengan tindak pidana pemalsuan Al — Qur’an, umar Ibn al — Khattab
mengasingksan Mu’an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman
ta’zir. Hukuman jilid dalam ta’zir ditentukan berdasarkan al — Qur’an, as —
Suunah, Ijma’. Misalnya dalam al — Qur’an terdapat dalam surat An — Nisa

ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

000000000000 00000 Dooooooooo Uoooooooooo
guooonD bogodt ooy guub gubooboo obooog
0 0ooooogoonooodg oooo oooooooooddg oooooogd
ugooboooody ugooooooggy udoboooouuooooayd

® Ahmad Hanafi, Asas — Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),. 66
% A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000),. 120
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gooooooobob 0 bbbb bbb touug ooooooooooo
gooooooogoo goooooooooo godoooogod
goooooooooooo oo goooooooooooooo
oo ggoooooogoob oobodo 0 ogbhbooooogoboooog
oo oooo o oooobob bbobooooboboo ooooooooo

goooobobbbbbbb dgoooog boobobo

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketik
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur
mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
vbl 70

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar™.

Dalam hal ini, cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan
terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut, karena pemberian
hukuman khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut
bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang
dilarang karena termasuk perbuatan penipuan, dusta dan pengelabuhan.
Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabuhi adalah perbuatan zalim yang

dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, oleh sebab itu

harus diberikan hukuman kepada siapa saja yang melakukannya.

Berdasarkan analisis hukum pidana Islam sudah jelas bahwasanya
kedudukan dari ketentuan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan
hukuman pidana penjara pada pelaku pidana sengaja memakai surat palsu

selama 5 (lima) bulan, dalam masalah ini berkedudukan sebagai hukuman

7 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya...,
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ta’zir yang bersifat fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat.Apabila
hukuman ta’zir ini diterapkan di Indonesia sangatlah tidak relevan
dikarenakan hukum di Indonesian ini dalam perkara pidana mengacu
kepada Undang — Undang yang telah ada dan Kitab Undang — Undang

Hukum Pidana (KUHP).





